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MOTTO

"Salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya iklim
perpajakan yang sehat, adalah usaha-usaha masyarakat wajib
pajak itu sendiri untuk memahami dan berusaha memahami

undang-undang perpajakan".

( H. Moh Zain )

I Mol Zain dan Kustadi Arinta . 1984, Pembaharuan Perpajakan Nasional,

Bandung © Alumni.
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RINGKASAN

Pemagihan pajak dengan sueat paksa (vang ditakokan saal i), berdasarkan
pada ndang-undang No 192 tahun 1959 jo UL No 22 tahun 1957 yvang di-ubah
dengan Undang-undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Sural
Paksa, Palaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa i adalah suatu bentuk
cksckust tanpa putusan hakim (yang menjadi wewenang fiscus) vang lazimmya
dinamakan  eksckusi langsung, Eksekusi langsung (parate executie) vailu
pelaksanaan tanpa keputusan hakim, biasa di berlakukan pada sebagian besar
dalam bidang perpajakan

Proses penerbitan sural paksa terhadap wapb pajak harus dilakukan oleh
scorang PPejabat. 'ejabat ini adalah pejabat yang ditunjuk untuk penagihan pajak
pusat dan pejabat untuk penagihan pajak di daerah.

Pejabat penagihan pajak pusat ditunjuk oleh Mentri Keuangan, Pejabat
untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Adapun yang dimaksud
dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewal, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, bea masuk dan cukai. Sedangkan kewenangan untuk menunjuk Pejabat
untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Pejabat untuk
penagihan pajak dacrah seperti kepala dinas pendapatan dacrah, Adapun yang
dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
dacrah, amara la, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak
kendaraan bermotor,

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunast wlang pajak dan biaya  penagihan  pajak  dengan  mencgur  atan
mempermgatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  atau  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan

dan penyanderaan serta menjual barang yang telah sita. Sesuai dengan sistem self
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assessment yang berlaku sekarang ini, wajib pajak diwajibkan menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendini utang pajaknya.

Surat Paksa berkepala kata-kata “'DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™, mempunyai kekuatan eksekutonal dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan oleh Pajabat yang berwenang
untuk itu kepada Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak yang
masih harus dibayar. tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21
(dua puluh satu) han sejak diterbitkanya surat teguran,

Sejak berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama pugatan yang
dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan  oleh Wagib Pajak atan Penanggung Pagak techadap  pelaksanaan
penagihan pajak  atau terhadap  keputusan yang dapat di ajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000, pasal 37 avat (1),
Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada
badan peradilan pajak. Pengadilan Pajak dibentuk tahun 2002 sebagai pengganti
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Lembaga ini berdiri sendiri, terpisah
dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tetap di bawah Mahkamah
Agung. Tidak ada kasasi dalam pengadilan ini, meskipun dapat mengajukan
peninjauan kembali (PK). -

Hukum Pajak adalah hukum administrasi vang sifatnya khusus dan telah
mempunyai suatu peradilan yang khusus pula untuk menyelesaikan sengketa
pajak vang dibentuk berdasakan ULF No. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Pajak, maka terhadap gugatan tersebut sangat tepat diajukan ke Pengadilan Pajak
yang merupakan peradilan administrasi mumi dalam bidang perpajakan.
Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Pajak ini merupakan putusan akhir dan
tidak ada upaya hukum lagi (UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77). sehingga akan

memenuli asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan,

X1
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara harus terus ditingkatkan dalam
upaya melaksanakan pembiayaan pembangunan nasional dengan kemampuan
sendint berdasarkan prinsip kemandirian, maka sangat diperlukan peningkatan
kesadaran masyarakat di bidang perpajakan yang ditunjang oleh kondisi yang
mendukung peran aktif masyarakat

Pajak memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam
penerimaan negara. Dalam rangka terwujudnya kemandirian, penerimaan negara
di sektor pajak sebagai sumber utama bagi pembiayaan dan pembangunan
nasional membutubkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam hal
pemenuban kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan, Peningkatan
kesadaran, pemahaman dan penghayatan di bidang perpajakan digalakkan agar
menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan harapan jumlah penerimaan
pajak terus meningkat.

Peran serta wanb pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenvataanya
masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagaimana akibat tidak dilunasinya
utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan
Jumlah yang semakin membesar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih
belum dapat diimbang’ dengan kegiatan pencairanya, namun demikian seccara
umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak
dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempuyai kekuatan
hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan  adalah
berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Palksa, diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan

penckanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib
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pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa
pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah
atau tidak memihak, adil, seras1 dan selaras dalam wujud tata aturan vang jclas
dan sederhana serta memberi kepastian hukum.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis
dalam peningkatan pencrimaan pajak. Dengan demikian pengkajian tarhadap
faktor-faktor yang dapat memberi pengarub terhadap kepatuhan wajib pajak
sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagmimana di dalam sistem self
assessment yang berlaku sekarang in1, maka penagihan pajak yang dilaksanakan
sccara konsisten dan berkelanjutan merupakan wujud law enforcement untuk
meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Penerimaan dalam negeri mempunyai kedudukan vang sangat strategis
dan penting dalam menyukseskan pembangunan. Oleh karena itu, setiap tahun
volume penerimaan dalam negeni terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk
terus meningkat, Tanpa penerimaan dalam negeri vang jumlahnya makin besar,
tidak mungkin menciptakan tabungan pemerintah yang semakin besar pula
sebagal sumber utama anggaran pembangunan,

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dalam negen yang utamanya dan
pembayaran pajak tentunya tidak boleh mengaburkan rasa keadilan wajib pajak,
hal tersebut termasuk salah satu prinsip dasar yang dianut undang-undang
perpajakan. Sebagai perwujudan prinsip tersebut, wajib pajak diberi kebebasan
untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak dan menggunakan haknya.
Kebebasan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dapat dilihat dari prinsip self
assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih
besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.
Sedangkan hak wajib pajak dimanfaatkan bila terjadi atau timbul rasa tidak puas
akan besar atau jumlah pajak terutang, Prinsip self assessment merupakan prinsip
umum perpajakan nasional,

Negara Indonesia dalam rangka malaksanakan pembangunan dewasa i,
sangal memerlukan dana vang jumlahnya tidak sedikit. Pembangunan tidak

mungkin terlaksana jika tidak tersedianya dana vang mencukupi, karena
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pembangunan perlu dilaksanakan di segala bidang dan merupakan kewajiban
utama untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam
rangka melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, diperlukan dana
yang berasal dari masyarakat, antara lain dan sektor pajak. Menurut Rochmat
Soemitro ( 1992:12) menyatakan bahwa

Pajak bisa diartikan sebagai pungutan yang dilakukan olch pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasi Inya digunakan

untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak
secara langsung diberikan kepada pembayamya, sedangkan pelaksanaanya
perlu dipaksakan.

Penagihan pajak dengan surat paksa (vang dilakukan saat ini). berdasarkan
pada Undang-undang No 19 tahun 1959 jo UU No 22 tahun 1957 vang di-ubah
dengan Undang-undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa, Palaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk
eksekusi tanpa putusan hakim (yang menjadi wewenang fiscus) yang lazimnya
dinamakan cksckusi langsung. Eksekusi langsung (parate executic) vaitu
pelaksanaan tanpa keputusan hakim, biasa di berlakukan pada sebagian besar
dalam bidang perpajakan, Dasar kewenangan fiscus untuk melakukan eksekusi
langsung menurut Prof Van der Poel berpendapat :

“mendasarkan atas kenyataan, bahwa kas negara tidak dapat memilih

orang-orangnya yang harus membayar pajak, maka dari itu siap

menghadapi anasir yang tidak bertanggung jawab”.

Sedangkan Van der Pries (dalam Brotodihardjo, 1996:6) menyatakan
bahwa :

“Mendasarkanya atas pengalaman, bahwa kelalaian dengan membayar
utang pajak kebanyakan tidaklah karena tidak setuju dengan besamya
ketetapan pajaknya melainkan seringkali terjadi karena kealpaan atau
keenpganan”.

Penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan seperti yang

dikemukakan Kuntjoro (dalam Suara merdeka, 29 Juli 2003), yaitu :

Pada dasarmya panagihan pajak dilakukan secara bertabap, mulai dari sifit
persuasif sampai pada sifat imperatil’ (memaksa), Mulai diterbitkanys
Surat Peringatan (teguran), dilanjutkan dengan Surat Paksa, pelaksangan
penyitaan terhadap harta benda wajib pajak scbagai jaminan utang
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pajaknya, atas harta benda tersebut dapat dilelang untuk melunasi utang
pajaknya, sedangkan tindakan penyandraan merupakan pilihan alternatif
terakhir setelah diidentifikasikan bahwa penanggung pajak tidak
kooperatil' terhadap upaya penagihan-penagihan pajak yang bersifit
prersuasif yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, '

Alas dasar latar belakang permasalahan yang penulis uratkan di atas,
penulis tertarik untuk mengangkat permasalaban i sebagai bahan skripsi denpan
judul “TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK"

1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah membahas masalah tentang
penerbitan sural paksa yang diterapkan dalam bidang perpajakan dalam rangka

penagihan pajak terhadap wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian |atar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas
maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut -

|. Bagaimanakah prosedur yang berlaku dalam penerbitan surat paksa 7

el

Apakal syarat penanggung pajak {ikenakan surat paksa ?

Ly

Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh- penanggung pajak yang

dikenakan surat paksa ?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan tertentu
yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki

dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu : tujuan wnum dam tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah
I. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember:
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tn

2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Hmu Hukum yang diharapkan
berguna  bagi  almamater mabasiswa  Fakultas  Hukum khususnya dan

masyarakal vmum;

1.4.2 Tujuan Khusus
Tuyuan khusus penulisan skripsi ini adalal
I Untuk mengetahui mengenai prosedur vang berlaku dalam penerbitan surat
naksa;
2, Untuk mengetahur syarat wajib pajak dikenai surat paksa;
3. Untuk mengatahui dan menganalisis mengenai upaya hukum apa yvang dapat

ditempuh oleh penanggung pajak vang dikenai surat paksa;

1.5 Metodologi
Menurn Soekanto S, (1986:6) :

Sebagaimana lazimnya cici-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan karya
miah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan
secara lmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran
vang sesungguhinya,  Kebenaran ftersebut dapat  dibuktikan dengan
mengajukan - data-data  yang  scbenarnya, schingga  tulisan mampu
memnunjukkan sifat ilmiahnya.

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab dan

menganalisis permasalahan di dalam penyusunan, penulis menggunakan metode |

1.5.1 Mctode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah pendekatan masalah secara yuridis normatil yang merupakan pendekatan
masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan alau peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten

untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan atas permasalahan.
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[.5.2 Sumber Data
Stmber data yang digunakan dalam penulisan skripsi 1 adalah sumber
data sckunder. Sumber data sekunder menurut Sockanto (1998:52) antara lain -
I Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan
pokok-pokok permasalahan yang ada, schingga dengan adanya peraturan-

peraturan lersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada;

td

Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara

langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode
atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan
dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan hukom yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, melalui penelusuran teori-teor
hukum yang di dasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis
inah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan

Jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data

Sesuai dengan tipologi penelitian dan karakteristik data yang diperoleh,
maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif,
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro H, ( 1990:138 I
schagai benkut

Suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu
permasalahan yang tidak di dasarkan pada angka-angka bilangan statistik
(non-statistik), melainkan di dasarkan  atas suatu peraturan perundang-
widangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,
selanjutnya  dari permasalahan tersebut di analisa berdasarkan teori.
kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang berangkal dan
suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan vang bersifat
khusus.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga telah melelang rumah senilai
Rp 2,5 miliar berikut tanah seluas 612 meter persegi di Pondok Indah malik Lu,
Komisaris PT MR, Senin (3/11). PT MR merupakan penunggak pajak dengan
total tunggakan sebesar Rp 12,122 miliar,

Menurut Tenaga Ahli Pengkaji Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal
Pajak, Djangkung Scedjarwadi, jumlah tunggakan pajak Lu i setelah dipotong
pembayaran Rp 1.250.000, "jadi jumlah tunggakan semula Rp 13,72 miliar,”
katanya, Menurut Djangkung rumah di Jalan Taman Bukit Hijau 33 Pondok Indah
itu milik Lu yang juga menjadi tanggungan 58, Direktur PT MRE. Sebélum
melelang rumah tersebut pemerintah telah melayangkan surat teguran sejak 6 Mei
2002, Kemudian berturut-turut surat paksa pada 25 Jumi 2002, surat penntah
melaksanakan penyitaan 8 November 2002, Saat disita, kata Djangkung, petugas
sita tidak memperoleh sertifikat dan kunci-kunci rumah beserta tanah itu, maka
pada 1 Juli 2003 pemerintah mengeluarkan surat peringatan keras, "Kalau tidak
kooperatif pemiliknya akan di kenakan pencepahan dan disandera,” Kata
Djangkung. Pada 12 September 2003, pemilik rumah menyerahkan sertifikat asli
rumah berikut tanah plus kunci-kunci rumahnya,

Schelum permohonan pelelangan, Ditjen Pajak sudah mengumumkannya
di hanan Rakyat Merdeka pada | Oktober dan 17 Oktober 2003, kata Djangkung,
Jika sertifikat tidak diserahkan justru akan merugikan penunggak pajak sendin,
karena harga lelangnya akan jatuh sehingga akan kecil terhadap pengurangan
tunggakannya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Jakarta Raya 1l Taufik
Herman menambahkan PT MR merupakan perusahaan vang sudah tak beroperasi,
vang semula bergerak di bidang penjualan bahan kimia. Menurut Taufik,
pelelangan ini merupakan upaya tindak lanjut wajib pajak yang tak bisa

membayar kewajibannya, kata Taufik. Lelang rumah penunggak pajak ini
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merupakan yang pertama. Sebelumnya, katanya, lelang lebih banyak pada benda
bergerak dan peralatan kantor milik penunggak pajak. Mengingat nilai rumah dan
tanah yang belum memenuhi jumlah tunggakan itu, kata Taufik, pihaknva akan
tetap menagih tungeakan pajak Lu dan S5 itu. "Apabila selanjutnya tdak
lerpenuhi, maka akan dikenakan pencekalan sampai sandera," kata Taufik.
Akibatnya Lu maupun SS kini berstatus dicekal tak boleh bepergian ke luar
negern.

Hingga September tahun 2003, kata Djangkung, pihaknya sudah
melayangkan 226226 lembar sural teguran, 38335 surat paksa, 2.852 surat
penyitaan, dan 128 pengumuman lelang, Pencairan tunggakan hingga triwulan 111
sudah Rp 4,7 wiliun dan USS 19,483 juta. "Ini karena ada satu penunggak pajak
warga asing yang sudah membayar Rp 10 miliar," katanya. Satu warga asing itu
merupakan salah satu dari dua penunggak pajak yvang terancam kena sandera.

Hingga Oktober 2003 katanya, jumlah wajib pajak yang dicekal masih
berjumlah 68 wajib pajak. Jumlah ini sudah termasuk 18 wajib pajak dan warga
negara asmg. Djangkung mengungkapkan pihaknya juga berencana akan
menambah 18 wajib pajak yang diusulkan kena sandera, "tapi masih diproses dan
diteliti," katanya. Penelitian menyangkut administratif, material, dan proses
hukum lainnya. Jika penelitian sudah selesai, nama-nama wajib pajak itu akan

segera dilaporkan ke Menten Keuangan.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
peraturan-peraturan yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa di
bidang perpajakan, peraturan tersebut yaitu :
I, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa.
a. Pasal | angka 12
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biayva
penagihan pajak.
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b.

Pasal 7

(1) Surat  Paksa  berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUIHANAN YANG MAHA ESA",
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum vang sama
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap,

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnva harus memuat :

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. Dasar penagihan;

¢. Besarnya utang pajak; dan

d. Permtah untuk membayar,

Pasal 8

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis;

b, Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
dan sckaligus; atau

¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan
apabila Penanggung Pajak tidok melunasi utang pajaknya sampai
dengan tanggal jatuh lempo pembayaran.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain,
Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum vang sama

dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1),
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2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Lad

Peraturan Pamerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung
Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa,

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pajak
A. Pengertian Pajak

Menurut Mugodim  (1999:1) bahwa, “Kata pajak digunakan  untuk
menerjemahkan istilah bahasa asing sepert1, helasting (bahasa Belanda), fay
{bahasa Inggeris), stewer (bahasa Jerman)™,

Beberapa ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda, antara
lain :
l. Menurut Soemitro, R (1992:12) menyatakan bahwa:

“Pajak bisa diartikan sebagal pungutan yang i lakukan oleh pemenntah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya di gunakan untuk
pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara
langsung di berikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaanya perlu
di paksakan”,

2. Menurut Sommerfeld (dalam Mugodim, 1999:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari
sektor swasta kepada sekior pemerintah berdasarkan peraturan tanpa
mendapat suatu imbalan yang langsung dan seimbang, agar pemerinial
dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemeriniahan™.

Dari berbagai pengertian tentang pajak di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber vang wajnb dilakukan dan
sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemenntah (kas negara)
berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada
kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara
mdividual dan hasil penenmaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan

negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rulin
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maupun pengeluaran pembangunan. Ciri-ciri yang melekat atas pengertian pajak
menurut Mugodim ( 1999:2) yaitu |

a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari scktor swasta ke sektor
negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah
negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b Berdasarkan undang-undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai
hak wuntuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh
persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang
Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti bahwa
pemungutan dapat dipaksakan.

¢, Tanpa imbalan dan negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual,
artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara
individual dan tidak dapat dihubungan secara langsung dengan besamya
pajak. Imbalan negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung,

d. Untuk membiayai pengeluaran pemerimtah baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan;

Dari keempat ciri tersebut yang paling menonjol adalah ciri vang kedua
karena dalam suaty negara yang modem dalam hal penarikan pajak harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikenal
dengan istilah no taxion without represemation yang artinya bahwa tidak ada
pajak tanpa ada persetujuan dari wakil rakyal. Dalam sistem hukum undang-
undang harus mendapat persetujuan dan wakil rakyat atau Dewan Perwakilan
Rakyat sebelum diundangkan. Dalam pembicaraan mengenai syarat-syaral
pemungutan pajak yang demikian merupakan syarat yuridis dengan tujuan agar
tercapai keadilan dan adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara lukum telah menempatkan landasan pemungutan
pajak dalam undang-undang dasarnya, Pasal 23 A 1IUD 1945 menetapkan bahwa
“Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang”.

B. Jenis-Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2002:5-6) pajak dapat dibagi berdasarkan jenis-

Jemisnya, antara lam -

I, Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, vaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
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b, Pajak Tidak Lanpsung, yaitu pajak yang pada akhimya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjekiif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri waib pajak.
Misalnya : Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b. Pajak objektif, vaitu pada yang berpangkal pada objeknya. lanpa
memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, vaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusal dan
digunakan untuk membiayaai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN),
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan Bea Materai,

b. Pajak Daerah, vaitu pajak vang dipungut oleh Pemenntahan Daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Contoh. Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Benmnotor, Pajak
Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bangsa
Asing,

C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak
[. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak di sini membicarakan negara mana yang berhak
memungut pajak, Menurut Mugodim (1999:23), dalam pemungutan pajak
penghasilan ada tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili
Dalam asas ini pemungutan pajak btergantung domisili atau tempat tinggal
seseorang dalam suatu negara. Dalam asas ini, negara tempat tinggal
seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seorang tersebut tanpa melihat
dari mana sumber penghasilan atau pendapatan diperoleh dan tanpa melihat
kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber
Dalam asas ini pemungutan pajak bergantung atau didasarkan pada adanya
sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara, Menurut asas ini
negara yang menjadi tempat sumber penghasilan tersebut berhak memungut
pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seorang wajib
pajak.
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C.

4

-

Asas Kebangsaan

Asas im disebut juga asas nationalities, yaitu asas pemungutan pajak yang
didasarkan pada kebangsaan seseorang. yang berhak memungut pajak atas
seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak membahas tentang sistem yang dipergunakan

untuk menentukan siapa yvang menghitung dan menctapkan jumlah pajak yang

ferutang, Pada dasamya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, seperti yang

disebutkan oleh Mugodim (1999:8), vaitu

a.

Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan
bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak
dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus.

Self Assesment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan
bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak
dihitung sendiri oleh wajib pajak.

With Holding System

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa
Jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya
bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak. Contoh pihak ketiga yang
menghitung pajak yang terutang adalah : konsultan pajak, akuntan pajak,
akuntan publik, wajib potong, dan wajib pungut.

2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak
A. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak

Brotodihardjo (1991:1) memberikan definisi dari hukum pajak, yaitu ;

“Hukum pajak yang juga discbut hukum fiskal adalah keseluruhan dan
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemeriniah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat
dengan melalu kas negara, sehinga ia merupakan bagian dari hukum publik
yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang
atau badan-badan (hukum) yang kewajiban membayar pajak (wajib pajak)”.

Mugodim (1999:8) menyatkan bahwa, “Hukum Pajak dapat dibagi

menjadi 2 macam | yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formiil”,

Brotodihardjo (1991:43) menyebutkan bahwa :

“Hukum Pajak materiil memuat norma-nonna yang menerangkan keadaan-
keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus
dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar
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pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarmya,

dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan
wajib pajak”.

Mugodim (1999:10) berpendapat bahwa

“Hukum Pajak formiil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara
untuk menjelmakan hukum materiil tersebut di atas menjadi suatu kenyataan atau
realisasi”,

Hukum pajak formiil antara lain memuat ;
Tata cara (prosedur) penctapan jumlah utang pajak.
Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan.
Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan,
Prosedur mengajukan surat keberatan, banding, dan sebagainva.

B

B. Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-hukum
yang Lain

Menurut Soemitro R (dalam Mardiasmo, 2002:4), Hukum Pajak
mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut;

|, Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya.

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinei sebagai berikut
a.Hukum Tata Negara

b.Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
¢. Hukum Pajak

d.Hukum Pidana
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum
Publik.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis
derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari
pada peraturan umum atau jika ketentuan belum diatur dalam ketentuan
kKhusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum,
Dalam hal mi peraturan khusus adalah Hukum Pajak. sedangkan peraturan
umum adalali Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya

Mugodim (1999:12) menyatakan bahwa :

Hukum Pajak mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan Hukum
Pidana sebagai mana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ Ketentuan dari perbuatan bab pertama
dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihwkum
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memurul peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang
atau ordonansi menentukan lain"".

Ketentuan dalam kutipan di atas berarti bahwa dalam hal Hukum Pajak
tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam kaitannya dengan perbuatan
tertenty, maka pelanggaran atau kejahatan dalam bidang pidana pajak dapat
dikenai sanksi sebagaimana dalam KUHP.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata adalah Hukum Pajak
menjadikan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada
dalam lingkungan perdata sebagai sasaran pajak atau dijadikan tathestand dalam
ketentuan perpajakan. Contoh keadaan, peristiwa, dan kejadian dalam lingkungan
perdata adalah penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak

karena warisan, sewa menyewa, dan jual beli.

2.3.3 Utang Pajak
A. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka 8 adalah :

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan-undangan perpajakan,”

Terjadinya pajak berarti telah terjadi peralihan harta tanpa ada perikatan
perdata, tetapi pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari representasi
rakyat melalui perwakilan rakyat (DPR), oleh karena itu utang piutang pajak sama
seperti halnya utang piutang perdata artinya sah secara hukum. Hanya saja
terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang
tersebut serta penyebab timbulnya utang piutang.

Utang pajak timbul karena, undang-undang atau peraturan saja, bukan
akibat adanya perjanjian atau perikatan perdata antara kreditur-debitur, penjual-
pembeli, tetapi pihak yang terlibat dalam pajak adalah wajib pajak dan negara

Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak.
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Menurut ajaran materill yang dikemukakan Brotodihardjo (1991:112)

sebagai berikut:

Timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa
diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat : terdapatnya
suatu fatbestand karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak
dihubungkan dengan adanya suatu tatbestand, yang lerdiri atas keadaan.
perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Menurut ajaran formiil yang dikemukakan Mugodim {1299:13) adalah :

“Utang pajak tmbul bila sudah ada ketetapan pajak dan pemerintah
(fiskus)”. Dalam ajaran ini, walaupun sudah terpenuhi adanya tathestand
namun bila belum ada surat ketetapan pajak dari fiskus maka berarti belum
ada utang pajak.

B. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak pada waktunya akan berakhir. Berakhimya utang pajak

pertama-tama disebabkan oleh pembayaran yang dapat dilakukan ke kas nepara

atau lempat lam yang diletapkan oleh Menteri Keuangan. Tempat lain i

misalnya bank, kantor pos dan giro, Selain pembayaran dan pelunasan utang

pajak, menurut Waluyo dan Wirawan (2000:12), pajak dapat berakhir melalui

cara-cara secbagai berikut :

Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang dengan tagihan seseorang
diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu keompensasi terjadi apabila
wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah
kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus
dikompensasikan dengan pajak-pajak lain yang terutang.

Penghapusan

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi
diberikannya karena keadaan wajib pajak misaknya keadaan keuangan wajib
pajak.

Daluwarsa

Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu
sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak bisa ditagih lagi,
Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan
Surat Teguran atau Surat Paksa,
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4. Pembebasan
Utang pajak berakhir dalam arti semestinya tetapi karena ditiadakan.
Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya tetapi
terhadap sanksi administrasi.

C. Penagihan Utang Pajak
Menurut ketentuan UU No, 1% Tzhun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9, menyatakan scbagai berikut :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan scketika dan  sckaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Mugodim (1999:15), menyatakan bahwa :

“penagihan utang pajak sccara teoritis dapat dilakukan dengan dua langkah,
yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif”,
Penagihan secara pasif meliputi dua tahap sebagai berikut :

I. Penyerahan ketetapan pajak maupun tagihan pajak : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP),

2, Apabila ketetapan pajak discrahkan dan sampai batas waktu pembayaran
belum memenuhi kewajibannya maka tindakan berikutnya adalah dikeluarkan
surat teguran,

Penagihan scearn aktl” adalah penagihan menggunakan Surat Paksa dan
dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan penyanderaan, Dalam hal wajib pajak
lalai melaksanakan kewajiban pelunasan utang pajak dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam sural teguran tersebut pada Iangkah penagihan
secara pasif, penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak
melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran,
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan vaitu ;

. Surat Teguran
Surat teguran diterbitan oleh Pejabat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal Jatuh

lempo pembayaraan ulang pajak,
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2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat
apabila ;

a. Penanggung pajak akan meninggalkan [ndonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;

b. Penanggung pajak menghentikan atas secara nyata mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun
memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasainya;

¢, Terdapal tanda-tanda penangung pajak akan membubarkan usahanya atau
berniat untuk itu;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;

e. Terjadi penyitaan atas barang penagpung pajak oleh pibak ke tiga atay terdapat
tanda-tanda kepailitan.

Surat Paksa

Lad

Surat paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak
melunasi utang pajaknya setclah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
sejak diterbitkannya surat teguran.

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada “wajib pajak™
untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepala “Demi Keadilan
Herdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ (sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 19
Tahun 2000), Surat Paksa tersebul mcmpunyai kekuatan untuk dijalankan
(eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat
gewifsde yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (witerlijke
gewifsde).

Surat Paksa hanya dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bila
memenuhi beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang berbunyi :

“Surat paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal
Jah lempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran,
atau Sural Peringatan atau surat lain yang sejenis;
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b.Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sckaligus; atau

c. Penangung pajak tidak memenuhi ketentuan schagimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak”,

Surat paksa dapat dilanjutkan tindakan penyitaan dan atau penyanderaan
Jika telah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh cmpat) jam seteiah Surat Paksa
diberitahukan oleh Juru Sita kepada Penanggung Pajak,

4. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang
penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam Jangka
waktu 2 kali 24 jam teritung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada
penanggung pajak.

5. Pelaksanaan Pelelanpan

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang
yang disita melalui Kantor Lelang apabila uwang pajak dan/atau biaya penagihan
pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat scielah jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak penyitaan, Penjualan secara lelang dilakukan
melalui Kantor Lelang dan dilaksankan paling cepat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

6. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung
pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan
alsan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

7. Penyanderaan
Penyanderaan adalah pengekangan sementara wakiu kebebasan

penanggung pajak denpan menempatkan ditempat tertentu.
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2.3.4 Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak
baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh
usaha-usaha wajib pajak yang disadan ataupun tidak disadari mempersulit
pemasukan pajak sebagai sumber negara,

Brotodiharjo (1991:13) menyatakan bahwa, “perlawanan pajak dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu : perlawanan aktif dan perlawanan pasif”,

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan vangs ecara
langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-
usaha itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cara :

a) Penghindaran diri atas pajak

Pembayaran pajak dapat dihindarkan dengan tidak melakukan kegiatan-
Keglatan vang menjadi fatbesiand. Misalkan menghindari pajak dengan cara
menahan dirt tidak melakukan kegiatan, mengganti pemakaian barang kena pajak
dengan barang lain yang tidak kena pajak. Penghindaran diri atas pajak tersebu
disebut fax saving.

b) Pengelakan pajak

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu
menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Contohnya adalah membuat
pernyataan tidak benar, membuat laporan tidak benar, membuat dokumen palsu,
dan lain sebagainya.

Pengelakan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang atas ketentuan peraturan perpajakan. Pengelakan pajak seperti ini
tergolong sebagai fax evasion.
¢) Melalaikan pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus
dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah

menggagalkan penyitaan bila sudah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan
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barang-barang  sekiranya dapat disita oleh jurusita dengan  cama
memindahtangankan atas nama isteri atau anaknya.
2. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri atas hambatan-hambatan yang mempersukar
pemungutan pajak yang crat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara,
perkembangan intelektual dun moral penduduk serta sistem dan cira perangutin

pajak itu sendiri,

2.3.5 Peradilan dalam Hukum Pajak

Perselisihan di bidang pajak paling tidak melibatkan dua belah pihak, dan
salah satu pihak yaﬁg berselisih tersebut adalah pihak administrasi, yang dalam
hal mi adalah pemerintah (fiskus) sehingga peradilan pajak tergolong sebagai
peradilan administrasi,

Menurit Mugodim (1999:36), “peradilan  administrasi  pajak  adalah
peradilan untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan mengenai pajak”,

Peradilan Administrasi Pajak dapat dibedakan menjadai 2 (dua) macam,
yaitu;
[, Peradilan Administrasi Mumi

Peradilan  Adminitrasi Murni adalah suatu peradilan  administrasi yang
memenuhi empat unsur yaitu
. Adanya suatun hukum yang abstrak yang mengikat wmum vang dapat
diterapkan pada suatu persoalan,
b. Adanya suatu perselisihan hukum konkret,
¢.  Adanya sekurang-kurangnya dua pihak,
d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan,
Selain syarat tersebut masih ada dua unsur lagi yaitu
a. Bahwa salah satu pihak yang berselisih harus administrasi yang menjadi
terikat karena perbuatan salah scorang pejabat dalam batas wewenangnya,

b. Dapat diterapkan Hukum Publik dan Hukum Administrasi Negara terhadap

persoalan yang diajukan.
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Cint khas yang melekat pada peradilan adminmistrasi murni adalah adanya
hubungan segitiga antara dua pihak yang berselisih dengan badan atau pejabat
yang mengadili. Contoh dan peradilan administrasi di bidang pajak adalah
Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002
2. Peraditan Administrasi Tak Murni

Peradilan Admimistrasi Tak Murm adalah peradilan yvang tidak sepenulinya
memenuhi unsur atau syarat-syaral peradilan admimistrasi murni, Dalam bidang
perpajakan, peradilan administrasi tak murni adalah penyelesaian perselisihan
pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Atas keberatan tersebut,
maka yang berwenang memutus adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi perschsihan antara wajib pajak dengan Dircktorat Jenderal Pajak
sepertt tercennm pada pdanya keberman tersebut dipotus sendivd oleh salal satu
pihak yang berselisih vaitu Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu disebut
peradilan tak muom, karena tidak memenuhi persyaratan peradilan administrasi
murni (sebagaimana mestinya). Peradilan untuk memberikan keputusan atas surat
keberntan tersebut merupakan comtoh dari Pevacdifan Doleansi alan Peradilan

Semu.

1.3.6 Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada “wajib pajak”
untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepala “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ (sesuai Pasal 7 ayat (1) UL No. 19
Tahun 2000), Surat Paksa tersebul mempunyai kekuatan untuk dijalankan
(eksekutorial), sebapaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat
gewygsede yatu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuvatan hukum tetap (witerlifke
BUwiisde).

Sural paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak
melunasi uatng pajaknya setelah lewat jangka wakiu 21 (dua puluh satu) hari

sejak diterbitkannya surat teguran.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur atau Mekanisme Penerbitan Surat Paksa

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat,
termastik bea masuk dan cukai, serta pajak vang dipungut oleh pemeriniah dacral,
menurut peraturan  perundang-undangan yang berlaku, Hal ini sehagaimana
dinyatakan Brotodiharjo (1983:2) bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara ( yang sifatnya dapat dipaksakan ) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-
undangan dan tidak mendapat kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan yang
berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan™.

Agar scorang wajib pajak dapat dikenakan surat paksa tentu ada Syarat
atau prosedur yang harus dilalui. Proses penerbitan surat paksa terhadap wajib
pujak harus dilakukan oleh seorang Pejabat. Pejabat ini adalah pejabat yang
ditusjuk untuk penagihan pajak pusat dan pejabat untuk penagiban pajuk didacral,

Pejabat penagihan pajak pusat di tunjuk oleh Mentri Keuangan. Pejabat
untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Adapun yang dimaksud
dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh ;ﬁenmﬁnlah pusat seperti
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan Jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, bea masuk dan cukai

Sedangkan kewenangan untuk menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak
daerah diberikan kepada kepala daerah. Pejabat untuk penagihan pajak daerah
seperti kepala dinas pendapatan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dacral, antara lain, pajak
hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor.

Tt
fad

| " T Parpstns


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ;
(1), Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
(2). Kepala Dacrah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah,

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika atau  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan
dan penvanderaan serta menjual barang yang telah sita. Sesuai dengan sistem self’
assessment yang berfaku sekarang ini, wajib pajak diwajibkan menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melapotkaii sendiri utang pajaknya. Apabili
terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan pajak atau
wajib pajak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang menychabkan
jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, barulah Dircktorat Jendral

Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak yang dapat berupa :

a, STP ( Surat Tagihan Pajak ),
b. SKPKB ( Surat Ketctapan Pajak Kurang Bayar ),
¢. SKPBT ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ),
d. Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan,
f. Putusan Banding.

Ke-enam jenis surat dimaksud, merupakan dasar tindakan atau sarana
administrasi bagi Digen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Tindakan
penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak
terutang, yang biasanya dalam pelaksanaanya akan diawali dengan pengeluaran
surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan atau sural lain yang sejenis
merupakan  surat  yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat

teguran diterbitkan oleh Pejabat 7 (tujuh) han setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran utang pajak.
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Surat teguran tidak akan diterbitkan apabila terhadap penangung pajak
telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Untuk
menjaga scgala kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang akan mengakibatkan
pajak vang terutang tidak dapat ditagih, maka tanpa menunggu jatubh tempo
pembayaran dalam surat keletapan, penaghan pajak dapat dilakukan secara
scketika dan sekaligus, penagihan ini dilakukan dalam hal-hal :

a, Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
bermat untuk it

b, Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan
parusahaanya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindahkan
barang bergerak atau barang tidak Dbergerak yang dimilikinya  atau
dikuasainya,

¢. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkanya, permyataan pailit, begitu
pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang lidak
bergerak milik penanggung pajak.

Penapihan  seketika  adalah  penagihan  vang  dilakukan  secara  tanpa
menungeu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan sekafigus
adalah penagihan yang meliputi sclurul utang pajak dari semua jemis pajak dan
tahun pajak. Penagihan scketika dan sekaligus dimaksudkan untuk mencegah mat-
niat yang tidak baik dari wajib pajak, dan juga dimaksudkan untuk mengamankan
jumlah  penerimaan pajak, Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan
penagihan scketika dan sckaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan
dapat diterbitkan sural paksa tanpa menunggu lewat waktu 21 (dua pulub satu)
hari sejak surat teguran diterbitkan. Tindakan penagihan akan dilakukan jika
tidak ada respon positif terhadap STP (Surat Tagihan Pajak) yang telah
dikirimkan.

Surat Paksa berkepala kata-kata *'DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA. mempunyai kekuatan eksekutonal dan
kedudukan hukum vang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

Surat Paksa sekurang-kurangya harus memuat
a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
b. dasar penagihan,
¢. besamya utang pajak.
d, perintah untuk membayar.

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Undang-undang

No. 19 Talun 2000 tantang Penagiban Pajak Dengan Sural Paksa yang mulai

berlaku sejak tanggal 1 Januan 2001 scbagai perubahan atas Undang-undang No.

19 tahun 1997, Penagihan dilakukan karena wajib pajak tidak mengindahkan jatuh

tempo vang telah ditentukan dalam surat teguran untuk menyelesatkan utang

pajaknya, untuk itu secara ringkas perlu diketehui hal-hal penting tentang surat

paksa, vaitu :

i,

b.

ih:

Surat Paksa mempunyai titel eksekutorial yang kekuatan hukumnya pasti,
dimana fiscus dalam melaksanakan kewajibanya mempunyai hak “parate
vksekusi” (cksekusi langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara
paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan negert,

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan groose darn
putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak bisa dibanding pada hakim
diatasnya, artinya tidak ada upaya hukum banding/kasasi yang dapal
dilakukan wajib pajak bila kepadanya telah diterbitkan surat paksa;

Surat Paksa memerintahkan kapada wajib pajak untuk melunasi utang pajak,
denda bunga, dan biaya penagihan dalam waktu 2 X 24 jam, Bila tidak
dilunasi akan dilakukan penyitaan . baik atas benda bergerak atau terhadap
benda tidak bergerak;

Surat Paksa hanya dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Megara yaitu karyawan
Dircktoran Jendral Pajak yang ditunjuk dan diangkat serta disumpah
berdasarkan  Surat Keputusan Kepala KPP/KPPBB atas nama Menten
Keuangan.

Pada prinsipnya kita ketahui bahwa dari segi materinya, surat paksa harus

disampaikan secara resmi kepada wajib pajak., namun secara formal Surat Paksa

dapat ditentang atau ditolak (verzet) dalam hal sebagai berikut :
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a. Surat Paksa tidak disampaikan oleh Juru Sita yang telah disumpah;
Surat Paksa dikirim melalui pos (sekalipun tercatat});

¢ Surat Paksa tidak ditanda-tangani oleh vang berwenang (dalam hal ini Kepala
Kantor Pelayanan Pajak).

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat |
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b, nama yang menerima, dan
c. tempat pemberitahuan Surat Paksa,

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan cksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan. yang telale mempunyin kekuatan
hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh Jurusita Pajak
dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak
menandatangani Berita Acara scbagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah
diberitahiukan (Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2000), dan selanjutnya salinan Surat
Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan Surat Paksa yang asli
disimpan dikantor Pejabat.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2000, Pelaksanaan Surat Paksa
tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24
(dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa di beritahukan. Jangka waktu 2 (dua)
kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada
Penanggung Pajak melunasi utang pajak scbagaimana tercantum dalam Surat

Paksa yang bersangkutan.

3.2 Syarat Penanggung Pajak Dikenakan Surat Paksa

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan apabila -
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
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b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau
¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
ceputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Jadi Surat Paksa diterbitkan oleh Pajabat yang berwenang untuk itu kepada
Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak yang masih barus
dibayar, tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh

satu) hari sejak diterbitkanya surat teguran.

3.2.1 Maksud dan Tujuan Penerbitan Surat Paksa

Sural Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™, mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya
tertulis dalam Surat Paksa tersebut untuk membayar lunas pajak-pajak yang
disebutkan di dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan di
dalam surat paksa tersebut,

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh
Surat Paksa, ketentuan di atas memberi kekuatan eksekutorial serta memben
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yvang telah mempunyai
kedudukan hukum tetap kepada Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa

langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak
dapat diajukan banding.

3.2.2 Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak
Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat untuk penagihan
Pajak Pusat dan Daerah. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak

yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana
eksekusi dari putusan yang sama kedudukanya dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Untuk dapat diangkat sebagai Jurusita
Pajuk, harus memenuhi syarat-syaral tertentu yang di tetapkan oleh Menten
Keuangan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Jurusita
Pajak adalah :

a, Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat
dengan itu;

b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan 11/a;

¢. Berbadan sehat dan tidak cacat Asik:

d. Lulus pendidikan dan latthan Jurusita Pajak; dan

¢, Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Sebelum memangku jabatanya, Jurusita Pajak diambil sumpahnya menurut
apgama atau kepercayaanya oleh Pejabat. Jurusita Pajak diberhentikan dan
jabatannya apabila :

a. meninggal dunia;

b. pensiun;
¢. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;

e. melakukan perbuatan tercela;
f melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
g. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor
Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pegjabat untuk
penagihan pajak dacrah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian
Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat
dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), Jurusita Pajak
bertugas .

a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
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b. Memberitahukan Surat Paksa;
Memberitahukan Surat Paksa adalah penyampaian Surat Paksa secara resmi
kepada Penanggung Pajak denpan pernyataan dan penyerahan salinan Surat
Paksa.

¢. Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan; dan

d. Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah
Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menten
atau Gubemnur Kepala Daerah Tingkat 1.
Sedangkan pada Pasal 5 ayal (3), Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita
Pajuk berwenang
a. memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka leman | laci,
dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha; dan

b. melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung
Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan
objek sita,

Jurusita Pajak dalam melnksanokan tugasnyn dapat meminta bantuan pihak
lin, anisnloya dolom hal Pennnggung, Pojoak tdak memberi 1zin atan menphnlangi
pelaksanaan penyitaan, Jurusita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan.
Hal im juga berlaku dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti
tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional
atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan
kepemilikin atau dokumen lainnya,

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan
Penanggung Pajak Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat. Penyitaan dilaksanakan apabila tidak
dilunasinya utang pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)

Jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3

Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain,
termasuk yang penguasaanya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani
dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa :

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainya, piutang,
dan, penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor
tertentu.

Menurut PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1), Penyitaan dapal
dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung  Pajak, baik yang bherada
ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung  Pajak atau
ditempat lain sekalipun penguasaanya berada ditangan pihak lam. yang dimaksud
dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau
dipinjamkim, sedangkan yang dimaksud dengan dibebam dengan hak tangEungan
sebagaimana jamman pelunasan utang tertentu, misalnya barang vang
dihipotikkan, digadaikan atau diagunkan.

Penyitaan diluksanakan dengan mendahulukan bartang bergerak kecunh
dalum keaduan tertentu dapat diluksanakan langsung techadap burang tidok
bergerak. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang
bergerak, namun dalam keadaan tertenty penyitaan dapat dilaksaakan langsung
terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan ferhadap barang tidak
bergerak. Keadaan tertentu misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang
bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpai tidak
mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang
pajaknya. Urutan  barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan Jumlah atang pajak dan

biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atay pencairannya.
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Penyitaan  dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,
dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi
dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan
sesuai denpgan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (2), Dalam
micluksunakan penyitamn, Jurasitn Pajak Harms |
o, Memperdihatkan Kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;

b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
¢ Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Ketentuan ini mengatur keharusan bagi Jurusita Pajak dalam
melaksannkan  kewajibanya  dilengkapi  dengan  kartu tanda pengenal yang
diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagt Jurusita
Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul
bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Rerdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3), setiap
melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan
Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan siksi-saksi,
Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan Kepada Penanggung
Pajak dan masyarakat buhwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah
berpindah dart Penanggung Pajak kepada Pejabat,” Dalam setiap penyitaan,
Jurusita Pajuk harus membuat Berila Acara Pelaksanaan Sita sccara jelas dan
lengkap. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Benita
Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak haitis mencantumkan penolakan tersebut
dalam DBerita Acara Pclaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelasanaan Snia terscbut
ditandatangani olch Jursita Pajak dan saksi-saksi, walaupun terjadi penolakan oleh
Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyal kekuatan yang mengikat. Menurut PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4
ayat (8), salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :

a. Penanggung Pajak;

b. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikanya terdafiar,
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¢ Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikanya sudah terdaftar;

4 Pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setampat, untuk tanah yang
kepemilikanya belum terdaftar;
¢ Dircktoral Jendral Perhubungan laut, untuk kapal.

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampal
dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak. Meskipun barang yang telah  disia
penguasaanya beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, penyimpanannya
dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya tanah atau bangunan. Namun ada
barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Jurusita Pajak
penyimpanannya dapat dititipkan pada bank atau kantor pegadaian atau disimpan
di kantor Pejabat seperti perhiasan atau peralatan elektronik. Dasar pertimbangan
Jurusita Pajak untuk menentukan apakah barang Penanggung Pajak vang telah

disita perlu dititipkan di kantor Pejabat atau tempat lain adalah

B

Risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan,
b. Jenis, sifat, ukuran, atau jumlah barang yang disita.

Kewajiban Penanggung Pajak dalam Penyitaan adalah :

=1

Membantu kelancaran pelaksanaan penyitaan;
b. Menjaga keamanan dan memelihara barang yang telah disita yang dititipkan
kepadanya.
Berdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal |1 ayat (1), Pencabutan sita
dilaksanakan apabila .
a.  Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan wang pajak.
b, Atau berdasarkan putusan pengadilan;,

¢. Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
. Ditetapkan lauin oleh Menten Reuungon alon Guberonre Kepanln Doerah Tinghat
[ ntan Bupnti/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11,
3.2.3 Lelang Dalam Penagihon Pajak Dengan Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 25 ayal (1), apabila utang pajak
dan atau biaya penapgiban pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan,

pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelung atau tdak secarm lelang,
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maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk

pelunasan utang pajak atau biaya penagihan pajak dimaksud.

Barang yang disita vang penjualannyi dilakukan tidak secara lelinyg:

adalah uang tunai, kekayaan Panggung pajak yang lersimpan pada bank sepert)

deposito begangka, tabungan, saldo rekemy, ko, giro, atan bentuk lunnyn yvang

dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, plutang dan

penyertaan medal pada perusahaan lain.

3.2.3.1 Pelaksanaan Lelang

ks

ferd

Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan
paling cepat setelah janpka waktu 14 hari (empat belas) har lerhitung sejak
pengumuman lelang;

Penpumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka wakiu 14
(empat belas) hari terhitung scjak penyitann. Apabila hasil lekang stiekaly
mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi braya penagiban pajuk dan ntang
pajak. maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan
uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak paling
lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang;.

Pejabal bertimdak sebagan penjoal atns borang yang disita dan mengainkan
permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang diloksanakan;

Peguluil st yone mewalhinya wenphadics pelaksmaan lelang aniok
ehentukin didepas alig ldaknya harang yang dilelang dan menandatangam
s Wesalonh Toasliing,

lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang digjukan oleh Wapb
Pajak belum memperoleh keputusan keberatan:

Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadin oleh Penanggung k.

Bila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi baiaya
penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan:

Pejabat dan Jurusita Pajak termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam

keturunan garis lurus, dan anak angkatnya tidak diperbolehkan membeli

barang sitaan yang dilelang;
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9. Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada
pembell dan kepadanya diberikan Risalal Lelang yang merupaka bukti
autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

3.2.3.2 Hasil Lelang Barnng Yang Disita

L. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan
pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak:

2. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah vang cukup untuk melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan
walaupun barang yang akan dilelang masih ada:

3. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat
kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

3.2.33 Penyitaan Tambahan

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang
telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak
dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru,

3.2.3.4 Lelang Tidak Dilaksanakan

Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau objek lelang musnal,

3.2.4 Penyanderaan Sebagai Upaya Terakhir Dalam Proses Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa

Keberadaan Lembaga Sandera sekarang ini diatur dalam berbagai aturan
yang tertuang dalam peraturan perundangan yaitu UU No 19 Tahun 1997 jo UU
No 19 Tahun 2000 serta PP No 137 Tahun 2000. Penyaderaan hanya dapat
dilakukan terhadap Penangung Pajak yang tidak melunasi utang pajak sctelals
lewat jungka waktu 14 (cmpat belas) hari terhitung sejnk langeal Surat Paksa
diberitahukan kepada Penanggung Pajak,

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhiandap Penanggung Pajak Ving
mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus

Juta) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan
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hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang
diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1. Surat Perintah Penyanderaan memuat
sekurang-kurangnya :

i ldentitas Penanggung Pajak;

b. Alasan Penyanderaan;

¢. lzin Penyanderaan;

d. Lamanya Penyanderaan; dan

¢. Tempat Penyanderaan.

Menurut PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1), Penyanderaan
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk
Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya,
Dalam  melaksanaka penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan
Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam hal Jurusita Pajak menemui kesulitan, ataupun karcna alasan
keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita Pajak
dapat meminta bantuan  Kepolisian  atau  Kejaksaan  untuk  melaksanakan
penyanderaan. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat
Penanggung  Pajak  ditempatkan  ditempat penyanderaan, dan Berita Acara
Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala tempal penyanderaan
dan saksi-saksi. Berita Acara Penyanderaan merupakan syarat formal sahnya
penyanderaan dan berfungsi sebagai Berita Acara serah terima Penangpng Pajak
yang disandera dari Jurusita Pajak kepada kepala tempat penyanderaan. Menurut
PP No. 137 Pasal 9 ayat (4), Berita Acara Penyanderaan sekurang-kurangnya
memuat
a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan:

b. lzin tetulis Meniri Keuangan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1:
c. Identitas Penanggung Pajak yang disandera;

d. Tempat penyanderaan;

¢. Lamanya penyanderaan; dan

f. Identitas saksi penyaderaan.
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Berdasarkan PP No. 137 Pasal 10 ayat (1), Penanggung Pajak vang

disandera dapat dilepas :

a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas:

b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surmt Perintah Penyanderiman
telah dipenuhi;

¢. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; atau

d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Mentri Keuangan atau Gubernur
Kepala Derah Tingkat [. Pertimbangan tertentu disini antara lain ; Penanggung
Pajak menyatakan akan melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang
disampaikan, tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut lanpa
meninggalkan tempat penyandernan, atau dalam  hal Penanggung  Pajak
menderita sakit berat schingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu
yang lama di luar tempat penyanderaan,
Pejabat  memberitahukan secara tertulis kapada Kepala tempat
penyaderaan apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan
berdasarkan  ketentuan sebagaimana dimaksud diatas. Kepala tempat
penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kapada Pejabat apabila
Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.
Berdasarkan PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 14, sclama dalam
penyanderaan, Penanggungn Pajak berhak untuk
4, Melakukan  ihadah  ditempat  penyanderann  sesuai dengan  agama dan
kepercayaanya masing-masing,

b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

¢. Mendapat makanan yang layak,

d. Memperoleh bahan bacasn dan mformas lainnya atus biaya Penanggung
Pujuk yang disandera;

e. Menerima kunjungan dari
|. Keluarga dan sahabat;

2. Dokter pribadi atas biaya sendiri;
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3. Rohaniwan.

Berdasarkan PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 15, Penanggung Pajak yang
disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya
kepada Pengadilan Negeri. Gugatan Penanggung Pajak tidak dapat diajukan
selelah masa penyanderaan berakhir. Dalam hal gugatan Penanggung  Pajak
dilcabulkim oleh pengadilan dan patusan pengadilan telah mempunyinl kekuatan
hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama
baik dan ganti rugi. Permohonan Penanggung Pajak diajukan kepada Pejabal yang
menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Penanggung  Pajak  ditempatkan  dalam  tempat penyanderaan  dan  dapat
diperpanjang  untuk  selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penentuan lamanya
penyanderaan didasarkan pada pertutungan besarmya wlang pajak, besarnya pomlah
harta yang disembunyikan dan dilwbungkan dengan itikad tidak baik Penangpung

Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Olch Penanggung Pajak Yang
Dikenakan Surat Paksa

Sejak berlakunya Undang-undaiig Mo, 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak, Wajib Pajak dapalt mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yang
dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan  oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau terhadap keputusan vang dapat di ajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Gugatan ini hanya
dapat diajukan kepada Peradilan Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan, dalam hal
Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang
meliputi pelaksanaa Surat Paksa, sita, atau lelang, Uniuk dapat mengmukan
eugatan ini, harus dipenubi syarat-syarat yaitu -
4. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan

penagihan,
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b. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia,
¢ Ada | surat gugatan untuk | palaksanaan panagihan pajak atau | keputusan.

Gugatan ini dapat diajukan oleh penggugat, ahli waris penggugat, seorang
pengurus atau kuasa hukum penggugat. Sekalipun penggugat mengajukan
gugatan, gugatan yang diajukan tersebut tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakanya penagihan pajak. Untuk mencegah tindakan penagihan tersebut
maka penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan
penagihan ditunda selama pemeriksaan berjalan sampai adanya putusan
Pengadilan Pajak (ketentuan pasal 43 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak). Permohonan dimaksud diajukan sekaligus dalam pugatan dan dapat
diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya serta hakim akan mengeluarkan
putusan sela atas gugatan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000, pasal 37 ayat (1),
Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
meluaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada
badan peradilan pajak. Pengadilan pajak dibentuk tahun 2002 schapal pengganti
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Lembaga ini berdin sendin, terpisah
dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tetap di bawah Mahkamah
Agung, Tidak ada kasasi dalam pengadilan ini, meskipun dapat mengajukan
peninjauan kembali (PK).

Menurut pasal 37 ayat (la), Dalam hal gugatan Penanggung  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat
memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat, pada pasal 37 ayat
(1b), Besarmnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (la) paling banyak
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengenai gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa yang diajukan
kepada badan peradilan pajak, menurut penulis sudah tepat karena disini yang
bersengketa adalah wajib pajak vang merasa tidak puas akan pelaksanaan surat
paksa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Gugatan terhadap pelaksanaan surat
paksa tersebut mengenai ketidak puasan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
Surat Paksa yang dilakukan Dirjen Pajak. Jadi dapat diketahui terdapat 2 pihak
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yang bersengketa yaitu Penanggung Pajak vang kepadanya diterbitkan surat paksa
sebagai pihak penggugat dan Dirjen Pajak sebagai pihak tergugat. Disini yang
berperan adalah Hukum  Admimistrasi Negara, yakni hukum yang mengatur
hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah, dalam hal im Dinjen
Pajak. Berdasarkan alasan tersebut sangat tepat apabila gugatan diajukan ke
pengadilan administras:, karena dalam hal in1 pihak tergugat adalah Dirjen Pajak
yang merupakan badan pemerintah dalam artian melakukan tugas dan wewenang
untuk melakukan tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah penagihan pajak.

Hukum Pajak adalah hukum administrasi yang sifatnya khusus dan telah
mempunyai suatu peradilan yang Khusus pula untuk menyelesaikan sengketa
pajak yang dibentuk berdasakan UU No. 14 Tahun 2000 yakni Pengadilan Pajak,
maka terhadap pugatan tersebut sangat tepat diajukan ke Pengadilan pajak yang
merupakan peradilan administrasi mumi dalam bidang perpajakan. Selanjutnya
terhadap putusan Pengadilan Pajak im merupakan putusan akhir dan tidak ada
upaya hukum lagi (UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77), sehingga akan memenuhi
asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam Skripsi i, penulis dapat mienarik
kesimpulan, yaitu
1. Prosedur penerbitan Surat Paksa didahului den gan tindakan pengeluaran surat
teguran, sural teguran diterbitkan oleh Pejabat 7 ( tujuh ) hari setelah langgal
Jatuh tempo pembayaran utang pajak Apabila terhadap penanggung pajak
tekih dilakukan penagihan scketika dan sekaligus, kepada penangpung pitjak
yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat waktu

1 (v prolude saony aoe sepok sural fepurin diterbithan

o )

Syarat penerbitan Surar Paksa adalah -

d.  Penangpung Pajak tdak melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Penngatan atau surat lain yang
sgjenis;

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sckalipus, atau

¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak,

3. Wajib Pajak yang dikenakan Surat Paksa dapat mengajukan upaya hukum

dengan nama gupatan yang dapat diajukan ke Peradilan Pajak, ketentuan ini

dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk
mengajukan gugatan, dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan
pelaksanaan penagilian pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, sita, ata

lelang.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam skripsi ini,
penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan

permasalahan yang dibahas, yaitu :

41
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Dalam pelaksanaan surat paksa harus tidak membedakan antar wajib pajak,
siipaya tidak terjadi kecemburuan diantara wajib pajak vang dikenakan surat
paksa untuk segera membayar utang pajaknya.

Findathan Digen Pajak dalam menangann permasalahan proses penagihan
pajak dengan surat paksa tersebut hanus ropresif dan terkesan bersungguh-
stungeuh supaya menimbulan shock therapy baga para Wajib Pajak
Undang-undang Pajak ini dijadikan andalan pemerintah, karena undang-
undang ini tidak hanya mengatur tata cara penagihan pajak yang efektif, lebih
dari i aparat pajak dibeni wewenang yang lebih besar lagi, yakni sebagai juru
sita atas kekayaan para Wajb Pajak (WP) atau Penanggung Pajak yang
menunggak. Diharapkan dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma-norma

dan hak asasi manusia,
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PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1597 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistermn  hukum

nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan

kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu

dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menglngat |

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945 sebagalmana telah diubah
dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3584);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
A2, Tambahan | embaran Negara Nomor AGALY:

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I '

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah

sebagal berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagal

berikut

"Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,
termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak vang dipungut oleh
Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.

2. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan perpajakan ditentukan  untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu,

3. 3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban  Wajlb Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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12,

13,

14,

15,

16.
17,

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserocan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial  politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya,

Pejabat adalah peiabat vang berwenang mengangkat dan
memberhentikan  Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah
Penaglhan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk
penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak
melunasl sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang
dan peraturan daerah,

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan pajak yang
meliputl penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, penyitaan dan penyanderaan,

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negerl yang daerah hukumnya
meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenalkan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain ¥Yang sejenis adalah
surat  yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Penagihan Seketika dan Sekallgus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembavyaran yang meliputi
seluruh utang pajak darl semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun
Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan hiaya
penagihan pajak.

Blaya Penaglhan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan
Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan
pajak.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Ltang
pajak menurut peraturan perundang-undangan,

Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan
jaminan utang pajak.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha
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pengumpulan peminat atau calon pembeli.

18. Kantor Lelang adalah kantar yang berwenang melaksanakan pernjualan
sacara lelang.

19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yvang dibuat
oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.

20. Pencegahan adalah larangan vyang bersifat sementara terhadap
Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik
Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

21. Penyanderaan adalah pPengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentuy.

22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

24, Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tindakan Penagihan pajak dilaksanakan,

25, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

26. Harl adalah hari kalender "

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehinaaa keseluruhan Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut
"Pasal 2
(1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat,
{2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak
daerah,
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
berwenang :
4. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
b. menerbitkan :
(1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yanag sejenis;
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
(3) Surat Paksa: '
(4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
{5) Surat Perintah Penyanderaan:
(6) Surat Pencabutan Sita;
(7) Pengumuman Lelang;
(8) Surat Penentuan Harga Lirmit;
(9) Pembatalan Lelang: dan
(10) surat lain yang dinerlukan untuk pelaksanaan penagihan
pajak.”

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagal berikut:
"Pasal 5
(1) Jurusita Pajak bertugas
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaliqus:
b. memberitahukan Surat Paksa;
€. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
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d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah

Penyanderaan,

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi
dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus
diperlihatkan kepada Penanggung Fajak.

(3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang
memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk
membuka lemarl, laci, dan tempat lain untuk menemukan abjek
sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal
Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai
tempat penyimpanan objek sita.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta
bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi
hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat,
Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan
Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat {1} huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 6
(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
tanpa menunggu tanggal  jatuh  tempo pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
yang diterbitkan oleh Pejabat dpabila :

a. Penangaung FPajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau vyang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia: -

C. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan vang dimillki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e, terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan,

{2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-
kKurangnya memuat :

d, narma Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung
Pajak;

b. besamya utang pajak;

C. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan
sebelum penerbitan Surat Paksa."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2} diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut
"Pasal 7
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{1} Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah mempunvyai kekuatan
hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat
4. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung

Pajak;
b, dasar penagihan;
C. besarnya utang pajak; dan
d. perintah untuk membayar."
6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu)
ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 8

(1) Surat Paksa diterbitkan apabiia :

d. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus: atau

€. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."”

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut

"Pasal 9
(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebah
lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat

karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat
(8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12)
sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada
Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya
memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama
Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat
pemberitahuan Surat Paksa.

(3} Surat Paksa terhadap arang pribadi diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada :

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lain yang memungkinkan:
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b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun
yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

C. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib  Pajak
telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak
kepada :

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
Jjawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan
yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di
tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat
menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

(3) Dalam hal Wwajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa
diberitanukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balm
Harta Peningoalan, dan dalam hal Wajib Palak dinyatakan
bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada
orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan,
atau likuidator.

(6) Dalam hal Waiib Pajak menunjuk secrang kuasa dengan surat
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada pencrimia
kuasa dimaksud.

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat
Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui
tempat tinggainya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara
menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor
Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media
Mmassa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri atau Keputusan Kepala Daersh.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja
Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat
yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat
Paksa, kecuall ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (9) wajlb membantu dan memberitahukan tindakan yang
telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta hbantuan.

(11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud
dalam ayat (3) dan ayat (4) menclak untuk menerima Surat
Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan
mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak
tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap
teiah diberitahukan,

¢
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(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi
sebagai berikut !

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan

pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri  atau
Keputusan Kepala Daerah."
10, Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubiah, dan
di antara avat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 {satu) avat yaitu dayat (3a),
sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Apabila utang pajak tidak dilunas) Penanggung Pajak dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang vang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikenal oleh lurusita Pajak, dan dapat
dipercaya.

(3} Setiap melaksanalan nenyitaan, Jurusita Pajak membiatl Berila
Acara Pelaksanaan Sita vang ditandatangan! oleh Jurusita
Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi,

{3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
atau pegawai tetap perusahaan.

(4] Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat
dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah
setempat.

(5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak
dan saksi-saksi. '

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan
mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolal
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).

(7) Salinan Berita Acarg Pelaksanaan Sita dapat ditempelian pada
barang bergerak atau barang tidak bergerak vang disita, atau
di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang
disita berada, dan atau di tempat-tempat urmum.

(B) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.”

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
1 (satu) ayat vaitu ayat (la), sehingga keseluruhan Fasal 14 berbunyi
sebagal berikut :
"Pasal 14
(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak
yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya
berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
Pelunasan utang tertenty yang dapat berupa ;
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a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang Lunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening karan, giro,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi
saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaan lain: dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan Is| kotor tertentu.

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat
dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,
kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan,
di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain,

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh
Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

(3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

12, Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan
1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbuny|
sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari
penyitaan adalah :

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang
digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang
menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu
bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

C. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang
diperoleh dari negara:

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan
jumiah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah); atau

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan  keluarga yang  menjadi
tanggungannya.

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menter
atau Keputusan Kepala Daerah,

(2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk,
dikecualikan dari penjualan secara lelang.

(3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari
penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan
Pemerintah."

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

"Pasal 19

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah

disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain Yang

berwenang,

Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat

Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi |ain yang

berwenang.

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita
dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2}, setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang

yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang
paiak.

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang

menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud

berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan
pajak,

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak

mendahulu lainnya, kecuali terhadap ;

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan
atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang

dimaksud;

¢. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan
dan penyelesaian suatu warisan.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera

disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang

untuk dipergunakan sebagal dasar pembagian hasil lelang."

14, Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 20 berbunyi sebagal berikut :

(1)

(2)

(3)

"Pasal 20
Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang
menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada
Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita
berada untuk menerbitkan Surat - Perintah Melaksanakan
Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain
oleh Keputusan Menteri atau  Keputusan Kepala Daerah.
Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat
kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya,
Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang
wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada
Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan
dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan
Sita,"

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi|


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebagai berikur
"Pasal 21
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila
a. nilai barang vang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan
pajak dan utang pajak: atau
b. hasil lelang barang yany leian disita tidak cukup untuk melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak.”
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3),
sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut
"Pasal 22

(1) Pencabutan sita dilaksanakan dpabila Penanggung Pajak telah
melunasi  biaya penagihan pajak dan utang pajak atau
berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan
pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah,

(2} Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang
diterbitkan oleh Pejabat.

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang vyang

kepemillkannya terdaftar, tindasan Surat Pencabutan Sita
disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut
terdaftar.”

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Fasal 23
(1) Penanggung Pajak dilarang -
4.  memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau
merusak barang yang telah disita;

B, membebani barang tidal bergerak yang telah disita fengan
hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

€. membebani barang bergerak yang telah disita dengan
fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan
atau

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel
pada barang sitaan.

(2) dihapus."

18, Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagal berikut :
"Pasal 25

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang
yang disita melalui Kantor Lelang.

(2) Barang vyang disita berupa uang tunai, deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau
surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada
perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
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digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang

pajak dengan cara |

d. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas
permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;

C. obligasi, saham, atau surat berharga Ilainnya yang
diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas
permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat:

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang
pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada
Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta
persetujuan pengalihan hak menjual dan Penanggung Pajak
kepada Pejabat,

(4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya
penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dar hasil
penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(3) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang
dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (b) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat {1ic),
serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26
berbunyi sebagal berikut :

"Pasal 26

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang vyang disita
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan
paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
lelang melalui media massa.

(la) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah
penyitaan,

(1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)
kali dan untuk barang tidak bergerak diiakukan 2 (dua) kali.

{1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling
banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus
diumumkan melalui media massa.

(2) Pejabat bertindak sebagal penjual atas barang yang disita
mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum
lelang dilaksanakan.

(3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang
untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang
dan menandatangani asll Risalah Lelang,

(4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang
sitaan yang dilelang.

(5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli
barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istn,
keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus,
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serta anak angkat.

{(6) Pejabat dan Jurusita Pajak vyang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanks
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan
melalul media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala
Daerah."

20, Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27
berbunyi sebagai berikut :

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan
keheratan,

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung
Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan apablla Penanggung Pajak telah
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau
berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan
pajak, atau objek lelang musnah.”

21, Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat vaitu ayat (la), sehingga keseluruhan Pasal 28
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

(1) Hasll Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk
membayar utang pajak.

(1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu
persen) dari pokok lelang.

{2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan
lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan
dilelang masih ada.

(3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan
oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah
pelaksanaan lelang.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah
Lelang vyang merupakan bukti  otentik sebaga) dasar
pendaftaran dan pengalihan hak."

22, Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c),
dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut :

"Pasal 37

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
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(1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon
pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.

(1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a)
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam
dyat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah.

(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang dilaksanakan.

(3) dihapus.”

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut :
"Pasal 38

(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disits
hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri,

{2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis
kepada Pejabat.

(3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya
terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak
menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{2).

(4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita
tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.*

24, Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1h), serta
ditambah 1 (satu) dyat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohaonan pembetulan
atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat

Perintah  Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah
Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan  Surat Penentuan
Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
atau kekeliruan.

(1a) Pejabat dalam Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus memberl keputusan atas permohonan yang
diajukan,

(1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda
untuk sementara waktu,

(2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan,
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Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(3) Tindakan pelaksanaan Penagihan pajak dilanjutkan setelah
kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan
sesual Jangka waktu semula.”

25, Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi
sebagaj berikut :

"Fasal 40
(1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoieh
keputusan  keberatan atau  putusan banding yang

mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil
sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Waijib
Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut
pengembalian barang yang telah dilelang.

(2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.”

26, Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 {dua)
ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi
sebagai berfkut

"Pasal 41

(1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan
daerah,

(4) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan
dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan
pajak."

27, DI antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi
sebagal berikut |
"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41 A

(1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak
Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak
melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau
permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau
dengan  sengaja  mencegah, menghalang-halangi  atau
menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan
undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua)
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minggu  dan denda paling  banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)."

PASAL 11
Undang-undang ini dapat disebut "Undang—undang Perubahan atas Undang-
undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

PASAL TIT
Undang-undang in mulal berlaku pada tanggal 1 Januar 2001
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ni dengan Penempatannya daiam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

Disahkan di i Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS N
REPUBLIK INDONESIA,
tid
DIOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REFUBLLK_IHDDNESM TAHUN 2000 NOMOR 129
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